mbawa Besar yang memeriksa dan mengadili

pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

melawan

tt, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti- bukti di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Februari
2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Nomor  0147/Pdt.G/2018/PA.Sub mengajukan  gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1984, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Kecamatan Utan / Rhee, Kabupaten
Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Utan / Rhee, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 74/5/7/1984,

tanggal 31 Juli 1984.
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ke rumah bersama di Dusun Stowe Brang I,

Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten

gfamin Perempuan,

al bulan Juli Tahun 2013 ketentraman rumah tangga

Regoougae®®iengan Tergugat mulai tidak harmonis  dengan adanya
perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit
untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

a. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.

b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah

lahir maupun nafkah Bathin kepada Penggugat.
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir Bulan Mei Tahun
2017 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat Tinggal dengan Tergugat
sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatief terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
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wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak

ternyata tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis dalam sidang perdamaian telah berusaha mendamaikan
dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya
pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii  gugatannya, Penggugat

mengajukan bukti surat berupa:

a. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman E-KTP atas nama Penggugat, yang
bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode
P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang
telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. ik
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el dengan  Penggugat dan  Tergugat, karena

Penggug | Tergugat adalah suami istri, setelah menikah
walnyalriige hggal bersama di rumah sendiri di Stowe Brang

damsudah dikarugiai lifga anak;

hun Penggugat dan Tergugat berpisah rumah,

umah bersama dan Tergugat pergi tinggal dengan

Baha nggugat dan Tergugat berpisah karena rumah tangganya

sudah tidak rukun karena bertengkar masalah Tergugat beristeri lagi;

Bahwa sepenglihatan saksi selama satu tahun pisah, Penggugat dan
Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana

layaknya suami isteri;

Bahwa keluarga dan aparat desa sudah pernah mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. mad:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi anak
kandung Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, semula rumah
tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di

rumah sendiri dan sudah mempunyai lima anak;

Bahwa sepengetahuan saksi, sudah 1 tahun Penggugat berpisah rumah
dengan Tergugat, karena Tergugat pergi tinggal dengan isteri mudanya;
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ah sering berusaha untuk mendamaikan Penggugat
un tidak berhasil;

=

gnjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan

sesuatll apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara
Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada

pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil
resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil’lkuasanya, serta tidak ternyata
bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat
yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang
menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg

putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa sejak
sekitar Juli tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan
Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang, akibatnya
Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan rumah tangganya

sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan tidak dapat
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ntuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,

urat P.1, P.2, dan dua orang saksi, masing-

ari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertim-

Bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang sesuai

dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut dinyatakan terbukti
bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang

sah;

Bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing i telah memberikan
keterangan yang saling bersesuaian dan saling melengkapi perihal rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering
bertengkar masalah Tergugat kawin lagi dengan wanita lain, Penggugat dan
Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun dengan tidak ada saling
menunaikan hak dan kewajiban suami isteri lagi, sudah didamaikan keluarga
tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan,
pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar

pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti surat P.2 tersebut dihubungkan dengan
keterangaan dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai
berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
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Majelisbependapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan
yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (mitsagan ghalidzan),
dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh
suasana mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an
surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari
penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis
berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
sedemikian rupa (broken married), yang disebabkan karena adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan

untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang
disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak
harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan
fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun, Tergugat
dan Penggugat yang sudah meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami
isteri serta usaha mendamaikan yang tidak berhasil, menjadi petunjuk yang
memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebut;
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gang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu
menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang
diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tidak
memperdulikan lagi, justeru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh
karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat
kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan qoidah fighiyyah yang
berbunyi :

logas| Jad ¢l o ol 15]
Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat

(resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat

kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum,
sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan

dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,
oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
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49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
iUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hhun 2009, serta ketentuan hukum lain yang

sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018
Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 H, oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H.,
sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I.,
masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini,
S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd

H. Ahmad Gani, S.H. H. Akhmad Junaedi, S.H.
ttd

H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.
Panitera Pengganti,

ttd
Titin Suhartini, S.H.
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